
BUPATI BLITAR
PROVINS! JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2021

Menimbang:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BLITAR,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan
J angka Menengah Daerah serta Tata Cara Peru bahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dapat diubah apabila be!f1asarkan
hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahunj berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan;
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b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD

dalam tahun berjalan, perkembangan keadaan telah

mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi

kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, adanya

perubahan rencana program dan kegiatan akibat

pandemi Corona Virus Di.sease 2019 (COVID-19), serta

keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun

berjalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2021;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kata Praja

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan

Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
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10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

12.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6570);

13.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona 

(COVID-19) dan/ atau dalam 

Vims Disease 2019

rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6516);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ten tang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

1 7 .Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 ten tang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

18.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
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19.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang

Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6402);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6041);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 ten tang

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6056);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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24.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);

25.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

26.Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);

27.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 187);

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencangan Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7

Nomor 1312);
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30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

33.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020

tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau

Stabilitas Sistem Keuangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 202 Nomor 382);

34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

35.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

36.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

37 .Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 

Nomor 1 Seri E); 
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38.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Propinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

39.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun

2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Timur Nomor 94);

40.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 3 Seri

A);

41.Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2021 (Berita Negara Provinsi Jawa

Timur Tahun 2020 Nomor 43 Seri E);

42.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2021;

43.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);

44.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 4/E,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
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Blitar Tahun 2017 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Blitar Nomor 25); 

45.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun

2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Blitar Nomor 17);

46.Peraturan Bupati Blitar Nomor 68 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 68/D)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Blitar Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 83/D);

47.Peraturan Bupati Blitar Nomor 88 Tahun 2020 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2020 Nomor 88 / A) sebagaimana telah beberapa

kali terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Blitar

Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas

Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2020 Nomor 29 / A).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta 

Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 
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3. Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Blitar Tahun

2021 Nomor : 700/399/409.207 /2021 tanggal 21 Juli

2021.

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021. 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.

2. Bupati adalah Bupati Blitar.

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua

puluh) tahun.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)

tahun.

5. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut

Perubahan RKPD adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2021.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat

BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Blitar.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah

pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Pasal 2 

( 1) Perubahan RKPD Tahun 2021 berisi program dan kegiatan prioritas yang

dilaksanakan oleh PD dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa

Timur dan pemerintah pusat serta ditempuh dengan cara mendorong

partisipasi aktif masyarakat.
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(2) Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

g. 

BAB I 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

BAB V 

BAB VI 

BAB VII 

PENDAHULUAN 

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021 

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 

PENUTUP 

(3) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3 

Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

digunakan sebagai : 

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir perubahan

rencana kerja PD;

b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan

belanja daerah serta rancangan prioritas dan plafon 

sementara; dan

anggaran

c. acuan bagi seluruh komponen masyarakat karena memuat kebijakan

publik.

Pasal 4 

BAPPEDA mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk menelaah 

kesesuaian rancangan akhir perubahan rencana kerja PD dengan Perubahan 

RKPD Tahun 2021. 

Pasal 5 

Dalam rangka menyusun rancangan kebijakan umum anggaran 

pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf b : 

a. PD menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai bahan

pembahasan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara

pada panitia anggaran baik eksekutif maupun legislatif;

b. semua PD wajib mengacu dan menggunakan Perubahan RKPD Tahun

2021 dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran PD

dengan DPRD.
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Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar. 

Diundangkan di Blitar 

pada tanggal 23 Juli 2021 

Ditetapkan di Blitar 

pada tanggal 23 Juli 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR, 

IZUL MAROM 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 

ttd












